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Abstract: The research aims to analyze the implementation of the Electronic-Based
Government System (SPBE) based on Presidential Regulation No. 95 of 2018, using a case
study of the SRIKANDI application in Sidenreng Rappang Regency. The approach used is
descriptive qualitative with a case study method, applying the policy implementation model of
George C. Edward III, which includes communication, resources, disposition, and
bureaucratic structure. The research was conducted from November 2024 to January 2025.
Data were collected through in-depth interviews with five key informants, participatory
observation, and policy document analysis.The findings indicate that the SRIKANDI
application has been adopted by 98.5% of Regional Apparatus Organizations (OPDs),
significantly improving the efficiency of dynamic archive management. However, the
implementation still faces challenges, particularly in bureaucratic structure due to the absence
of Standard Operating Procedures (SOPs), limited human resources, and underdeveloped
technological infrastructure.This study contributes to the development of an implementation
model for e-government policy at the regional level and offers policy recommendations to
accelerate digital transformation in archiving. The limitation of the study lies in its
organizational-level focus. Further research is recommended to explore the broader impact of
this policy on local governance.
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, dengan
studi kasus pada aplikasi SRIKANDI di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pendekatan yang
digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, menggunakan model
implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya,
disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian dilakukan selama November 2024 hingga Januari
2025. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lima informan kunci, observasi
partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SRIKANDI
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telah diadopsi oleh 98,5% Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan meningkatkan efisiensi
pengelolaan arsip dinamis. Namun, implementasi masih menghadapi kendala, terutama dalam
struktur birokrasi yang belum memiliki SOP, serta keterbatasan SDM dan infrastruktur
teknologi. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan model implementasi
kebijakan e-govermment di daerah serta menawarkan rekomendasi kebijakan untuk
mempercepat transformasi digital kearsipan. Keterbatasan penelitian terletak pada fokusnya di
level organisasi. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji dampak kebijakan ini secara
lebih luas terhadap tata kelola pemerintahan daerah.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Kearsipan Digital, Implementasi, Birokrasi, Sumber Daya

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sektor publik telah menjadi agenda prioritas di berbagai negara,
termasuk Indonesia, dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien,
dan transparan (Teku et al. 2024). Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan
komunikasi, pemerintah dituntut untuk meninggalkan praktik manual dan beralih ke sistem
digital yang lebih terintegrasi (Wagola et al. 2023). Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah
Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis FElektronik (SPBE) sebagai kerangka kebijakan nasional untuk mempercepat
digitalisasi birokrasi (Razak 2023). Salah satu wujud implementasi kebijakan SPBE di bidang
kearsipan adalah penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi
(SRIKANDI) yang bertujuan untuk mengelola arsip secara digital, efisien, dan terdokumentasi
dengan baik (Hernawan and Wijaya 2024). Penelitian ini mengangkat tema implementasi
kebijakan SPBE melalui aplikasi SRIKANDI di Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan fokus
pada analisis proses pelaksanaan, faktor pendukung dan penghambat, serta kesesuaian antara
kebijakan nasional dan realitas birokrasi di tingkat daerah.

Penelitian mengenai implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan
aplikasi SRIKANDI telah banyak dilakukan dalam dua tahun terakhir, menunjukkan bahwa
transformasi digital di sektor publik masih menghadapi tantangan teknis dan kelembagaan.
Dasnoer et al.(2023) menemukan bahwa pelaksanaan aplikasi SRIKANDI di Kecamatan
Padang Utara mengalami kendala pada aspek infrastruktur dan rendahnya literasi digital, yang
menyebabkan ketidakefektifan dalam pengelolaan arsip dinamis. Sementara itu, studi oleh
Febriani & Putra (2023) di Kota Palembang menegaskan pentingnya konsistensi implementasi
kebijakan serta dukungan pimpinan dalam meningkatkan kepatuhan penggunaan sistem digital
secara berkelanjutan. Penelitian oleh Piculima (2023) di lingkungan Kementerian
Ketenagakerjaan juga mengungkap bahwa aplikasi SRIKANDI belum optimal pada aspek
pemusnahan arsip karena lemahnya pengawasan internal. Hafel (2023) mengemukakan bahwa
temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya pola tantangan yang konsisten di berbagai
daerah, yang memperkuat urgensi analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang
memengaruhi keberhasilan implementasi SPBE dan aplikasi SRIKANDI di tingkat lokal,
seperti yang menjadi fokus dalam studi di Kabupaten Sidenreng Rappang ini.

Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dalam dua aspek utama. Pertama, penelitian ini
secara spesifik menganalisis implementasi kebijakan SPBE melalui aplikasi SRIKANDI di
Kabupaten Sidenreng Rappang, sebuah wilayah yang belum banyak dikaji dalam literatur
sebelumnya, khususnya dalam konteks sistem kearsipan digital. Pendekatan ini memberikan
kontribusi penting terhadap studi kebijakan digital di tingkat daerah yang selama ini masih
didominasi oleh studi di wilayah perkotaan atau pusat pemerintahan. Kedua, penelitian ini
mengintegrasikan model implementasi kebijakan George C. Edward III untuk mengidentifikasi
dan mengevaluasi faktor-faktor seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur
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birokrasi, sehingga mampu mengungkap secara sistematis dinamika internal organisasi
pemerintahan dalam mengadopsi sistem digital. Dengan demikian, studi ini tidak hanya
mengisi kesenjangan literatur mengenai pelaksanaan SPBE di daerah, tetapi juga memberikan
kerangka analisis yang dapat direplikasi untuk mengevaluasi kebijakan digital lainnya di
wilayah berbeda.

Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan utama: bagaimana implementasi kebijakan
SPBE melalui aplikasi SRIKANDI dilakukan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk
menjawab pertanyaan tersebut, digunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus
tunggal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari tiga
Organisasi Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan), serta dilengkapi dengan observasi lapangan dan
dokumentasi resmi. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman,
dengan kerangka teori implementasi George C. Edward III sebagai landasan analitis.
Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya pemetaan kendala dan potensi yang spesifik
terhadap implementasi sistem kearsipan digital di tingkat daerah, yang selama ini kurang
mendapat perhatian dalam studi kebijakan publik. Selain itu, hasil penelitian ini memberikan
rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat efektivitas SPBE, serta dapat
dijadikan acuan kebijakan oleh pemerintah pusat dalam menyusun strategi pendampingan dan
pengawasan implementasi digitalisasi birokrasi di wilayah lain.

Salah satu konsep kunci dalam implementasi kebijakan SPBE di bidang kearsipan adalah
transisi dari sistem pengelolaan arsip manual menuju sistem digital yang terintegrasi (Khadija
et al. 2024). Transisi ini tidak sekadar bergantung pada ketersediaan aplikasi seperti
SRIKANDI, tetapi juga menuntut perubahan dalam pola kerja, kebiasaan administrasi, dan
pemahaman terhadap nilai strategis data arsip (Suprayitno, Rahmi, and Sofiyani 2024). Dalam
konteks Kabupaten Sidenreng Rappang, meskipun aplikasi telah disediakan dan
dioperasionalkan secara bertahap sejak 2022, masih terdapat dualisme praktik antara proses
digital dan manual (Teku et al. 2024). Hal ini mencerminkan bahwa implementasi SPBE bukan
hanya persoalan teknis, melainkan juga menyangkut kesiapan kelembagaan, perubahan
perilaku birokrasi, dan penguatan tata kelola informasi publik (Wagola et al. 2023).

Konsep kedua yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pentingnya otoritas
pengguna dalam sistem pemerintahan digital (Purnamaningsih 2024). Dalam sistem
SRIKANDI, akun otoritatif, khususnya milik pejabat struktural, dirancang untuk menjalankan
fungsi validasi dan otentikasi dokumen melalui tanda tangan elektronik (TTE) (Santoso and
Purwaningsih 2024). Namun, di lapangan, masih ditemukan praktik pelimpahan akun kepada
staf, sehingga proses digitalisasi kehilangan esensi transparansi dan akuntabilitasnya.
Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain sistem dan budaya birokrasi
yang belum sepenuhnya mendukung prinsip digital governance. Oleh karena itu, pemahaman
atas posisi strategis akun dan TTE menjadi penting sebagai bagian dari transformasi peran
kepemimpinan birokrasi dalam ekosistem SPBE (Khadija et al. 2024).

Selain itu, integrasi sistem lintas perangkat daerah menjadi konsep penting dalam
keberhasilan SPBE (Khadija et al. 2024). Aplikasi SRIKANDI dirancang untuk berjalan secara
terstandar di semua OPD agar tercipta kesinambungan administrasi, interoperabilitas data, dan
efisiensi dalam layanan internal (asmara siregar, ., and Septiawan 2024). Namun, realitas
menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan aplikasi masih timpang antar-OPD karena perbedaan
kapasitas teknis, keterbatasan SDM, dan lemahnya koordinasi. Implementasi SPBE yang ideal
membutuhkan satu ekosistem digital yang saling terhubung, tidak hanya antar sistem, tetapi
juga antar pelaksana kebijakan (Purnamaningsih 2024). Keterpaduan ini menjadi syarat mutlak
untuk mewujudkan pemerintahan digital yang tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar
memberikan dampak terhadap efektivitas layanan dan reformasi birokrasi (Santoso and
Purwaningsih 2024).
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Salah satu konsep penting yang relevan dalam studi ini adalah keterhubungan antara
sistem digital dan reformasi birokrasi. Implementasi SPBE tidak hanya menyangkut adopsi
teknologi (Khadija et al. 2024), melainkan juga transformasi proses kerja agar lebih efisien dan
akuntabel (Rahmah and Meirinawati 2023). Aplikasi SRIKANDI sebagai wujud nyata SPBE
dalam pengelolaan arsip dinamis berperan dalam mempercepat proses surat menyurat dan
memastikan keamanan informasi (Rahman, Adni, and Nasution 2024). Namun, keberhasilan
integrasi digital sangat tergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan budaya kerja
birokrasi. (Teku et al. 2024) Penelitian oleh Arifin dan Prasetyo (2023) menegaskan bahwa
keberhasilan e-government sangat bergantung pada faktor manusia dan keterbukaan organisasi
terhadap perubahan teknologi. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, penelitian ini menemukan
bahwa pelimpahan akun kepada staf dan rendahnya penggunaan TTE menunjukkan lemahnya
internalisasi nilai digital dalam praktik harian birokrasi.

Selain kesiapan SDM, infrastruktur dan interoperabilitas sistem menjadi konsep kunci
dalam keberhasilan SPBE (Lisdiana et al. 2024). SRIKANDI tidak dapat berdiri sendiri tanpa
dukungan jaringan internet yang stabil, perangkat keras yang memadai, dan dukungan teknis
berkelanjutan (Fragkiadakis et al. 2011). Penelitian Faizah et al.(2025)dan Nurlaela &
Firmansyah (2023) menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur di tingkat daerah menjadi
penyebab utama gagalnya banyak sistem digital berfungsi optimal. Hal serupa ditemukan
dalam studi ini, di mana gangguan server nasional serta keterbatasan teknis lokal menjadi
faktor penghambat kelancaran pengoperasian SRIKANDI (Miiller et al. 2016). Tanpa
penguatan infrastruktur dan mekanisme tanggap darurat terhadap gangguan teknis, sistem
digital berisiko tidak dapat mendukung proses kerja secara konsisten (Khadija et al. 2024).

Dari sisi kelembagaan, peran kepemimpinan daerah dan konsistensi regulasi lokal sangat
menentukan arah dan keberlanjutan implementasi SPBE (Yudi and Pertiwi 2024). Temuan
dalam penelitian ini sejalan dengan studi oleh Sari & Handayani (2023) dan Dasnoer et al.
(2023) yang menekankan bahwa komitmen kepala daerah dan kejelasan regulasi menjadi
fondasi keberhasilan penerapan sistem digital. Di Kabupaten Sidenreng Rappang,
dikeluarkannya Instruksi Bupati dan Peraturan Bupati mendorong peningkatan signifikan
adopsi SRIKANDI dari 5% di tahun 2022 menjadi 98,5% pada 2024. Selain itu, keberadaan
bimtek dan pelatihan teknis yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadi
salah satu faktor akselerasi penerapan sistem di OPD. Hal ini memperkuat argument Febriani
& Putra (2023) bahwa keberhasilan sistem digital sangat bergantung pada kontinuitas pelatithan
dan dukungan regulatif yang konsisten.

Kerangka penelitian ini dibangun dengan mengacu pada tujuan utama untuk memahami
bagaimana implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui
aplikasi SRIKANDI diterapkan di tingkat daerah, khususnya Kabupaten Sidenreng Rappang.
Konsep-konsep utama yang menjadi landasan adalah efisiensi birokrasi digital, transformasi
sistem kearsipan, peran kelembagaan, dan kesiapan sumber daya manusia (Prathama and Sagita
2022). Berdasarkan temuan sebelumnya Dasnoer et al.(2023); (Handayani, Afrianti, and ...
2021), keberhasilan implementasi SPBE sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan,
pelatihan teknis yang berkelanjutan, dan kesiapan infrastruktur digital. Selain itu, penelitian
oleh (Piculima 2023) dan Febriani & Putra (2023) menunjukkan bahwa resistensi budaya dan
lemahnya pengawasan internal menjadi faktor krusial yang menghambat efektivitas kebijakan
digital di OPD. Kerangka penelitian ini secara khusus menempatkan aplikasi SRIKANDI
sebagai instrumen konkret dari kebijakan SPBE yang dievaluasi melalui pendekatan empiris
dan konseptual.

Dalam menyusun kerangka analisis, penelitian ini mengadopsi model implementasi
kebijakan dari George C. Edward III yang mencakup empat variabel utama: komunikasi,
sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Model ini dipilih karena mampu
mengakomodasi hubungan antara kebijakan yang dirumuskan secara nasional dengan
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dinamika implementasi di tingkat lokal. Temuan-temuan terdahulu seperti studi Faizah et al.
(2022), Nurlaela & Firmansyah (2023), serta Sari & Fitriyani (2022) menguatkan bahwa
keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh
faktor teknis, perilaku pelaksana, serta efektivitas struktur organisasi dalam mendukung proses
digitalisasi. Dengan demikian, kerangka penelitian ini bertujuan tidak hanya untuk
mendeskripsikan tingkat penerapan SRIKANDI, tetapi juga untuk mengidentifikasi faktor-
faktor multidimensional yang membentuk realitas implementasi kebijakan SPBE di
pemerintahan daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus tunggal yang
difokuskan pada implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
melalui aplikasi SRIKANDI di Kabupaten Sidenreng Rappang. Metode ini dipilih karena
memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam konteks, dinamika, serta faktor-
faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan di lapangan. Studi kasus tunggal memberikan
ruang untuk analisis holistik terhadap fenomena yang kompleks, khususnya terkait dengan
interaksi antara regulasi nasional dan praktik birokrasi lokal. Pendekatan kualitatif relevan
digunakan karena penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis, melainkan memahami
realitas sosial dan administratif dari sudut pandang pelaksana kebijakan, serta mengeksplorasi
hambatan dan potensi yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Melalui wawancara
mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi, data diperoleh secara naturalistik dan dapat
merepresentasikan pengalaman nyata pelaksana di tiga OPD utama: Dinas Kesehatan, Dinas
Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Tahapan pelaksanaan penelitian ini dimulai dari tahap persiapan yang mencakup penentuan
fokus masalah, penyusunan instrumen wawancara, serta identifikasi informan kunci dari tiga
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu Dinas Kesehatan,
Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Setelah itu,
peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam secara semi-terstruktur,
observasi langsung terhadap penggunaan aplikasi SRIKANDI di lingkungan kerja OPD, serta
pengumpulan dokumen pendukung seperti surat edaran, laporan kegiatan, dan rekaman
disposisi elektronik. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik analisis interaktif
menurut Miles dan Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan/verifikasi. Selama proses berlangsung, dilakukan validasi data melalui teknik
triangulasi sumber dan metode guna menjamin keabsahan dan kredibilitas temuan. Seluruh
tahapan penelitian dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan selama periode
pengumpulan data di lapangan.

Tahapan analisis data dalam penelitian ini mengikuti model interaktif dari Miles dan
Huberman yang terdiri dari tiga proses utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyederhanakan
hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian, yaitu
implementasi aplikasi SRIKANDI dalam kerangka kebijakan SPBE. Data yang telah direduksi
kemudian disajikan dalam bentuk matriks tematik dan narasi deskriptif agar memudahkan
peneliti dalam mengidentifikasi pola, hubungan antar-variabel, serta temuan kunci berdasarkan
kerangka model George C. Edward III. Penarikan kesimpulan dilakukan secara berkelanjutan,
diiringi dengan validasi silang (triangulasi) antara hasil wawancara dan data dokumen untuk
menjamin akurasi interpretasi. Dalam mendukung pengolahan data kualitatif ini, peneliti
menggunakan aplikasi bantu seperti Microsoft Excel untuk mengorganisasi kutipan dan
mengelompokkan tema, serta NVivo (versi 12) sebagai alat bantu analisis tematik guna
memetakan frekuensi kemunculan isu-isu utama dan keterkaitan antar kategori secara visual.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pertanyaan penelitian, implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) melalui aplikasi SRIKANDI di Kabupaten Sidenreng Rappang
menunjukkan kemajuan signifikan, meskipun menghadapi beberapa tantangan. Analisis
didasarkan pada empat variabel model George Edward III.

Komunikasi

Komunikasi kebijakan SRIKANDI telah dilakukan dengan baik, sebagaimana
dijelaskan oleh Pj. Sekretaris Daerah: “Kami telah menetapkan aturan bahwa semua surat
melalui Sekretariat Daerah harus menggunakan SRIKANDI, dan ini ditegaskan melalui
Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2023.” Sosialisasi dan bimbingan teknis pada 8—9 Oktober
2024, yang diikuti oleh 40 OPD, memperkuat pemahaman pelaksana. Kepala Bidang
Persandian Kominfo menambahkan: “Kami telah mengadakan pelatihan untuk operator, tetapi
beberapa OPD masih kesulitan dengan fitur teknis seperti TTE.” Observasi menunjukkan
bahwa saluran komunikasi, seperti surat edaran dan pelatihan, telah efektif, meskipun beberapa
operator memerlukan panduan tambahan untuk fitur lanjutan aplikasi. Dari analisis NVivo,
komunikasi menyumbang 5 dari 23 referensi koding (21,74%), menunjukkan bahwa variabel
ini berjalan baik tetapi bukan fokus utama tantangan.

Sumber Daya

Sumber daya menjadi tantangan utama. Kepala Bidang Kearsipan melaporkan: “Tim
SRIKANDI sering melibatkan tenaga honorer, yang rentan terhadap pergantian, sehingga kami
harus melatih ulang secara berkala.” Tidak adanya anggaran khusus dari APBD atau APBN
untuk pembinaan operator membatasi pengembangan kapasitas. Infrastruktur teknologi juga
menjadi kendala, dengan server pusat yang dikelola oleh pemerintah pusat sering mengalami
gangguan saat digunakan serentak. Pj. Sekda mencatat: “Ketika banyak OPD mengakses
SRIKANDI bersamaan, sistem sering lambat atau tidak responsif.” Dari 42 OPD, hanya 35
(83,33%) yang aktif menggunakan SRIKANDI pada 2024, belum mencapai target 100%.
Analisis NVivo menunjukkan sumber daya menyumbang 8 dari 23 referensi koding (34,78%),
menegaskan bahwa ini adalah salah satu tantangan utama.

Disposisi

Disposisi pelaksana menunjukkan performa yang sangat baik. Pencatat surat di Dinas
Kesehatan menyatakan: “Pimpinan kami sangat mendukung penggunaan SRIKANDI. Dengan
TTE, surat bisa diselesaikan dalam hitungan jam, bahkan ketika Kepala Dinas sedang di luar
kantor.” Pj. Sekda menekankan bahwa tanggung jawab pimpinan OPD dalam menggunakan
TTE telah meningkatkan efisiensi: “Setiap pimpinan OPD bertanggung jawab langsung untuk
memastikan surat menggunakan SRIKANDI.” Observasi menunjukkan bahwa masyarakat
sebagai pengguna layanan merasakan manfaat dari kecepatan penerbitan dokumen, seperti
surat rekomendasi kesehatan, yang dikirim melalui WhatsApp. Analisis NVivo menunjukkan
disposisi hanya menyumbang 1 dari 23 referensi koding (4,35%), menunjukkan bahwa variabel
ini bukanlah kendala utama.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah variabel dengan tantangan terbesar. Kepala Bidang Kearsipan
menjelaskan: “Kami belum memiliki SOP resmi untuk penggunaan SRIKANDI. Saat ini,
prosedur diatur melalui SK, yang kurang mengikat.” Hal ini menyebabkan ketidakseragaman
prosedur di OPD, dengan beberapa unit menggunakan pendekatan ad-hoc. Pj. Sekda mencatat:
“Tanpa SOP, pengawasan menjadi lemah, dan beberapa OPD tidak konsisten dalam
penggunaan aplikasi.” Meskipun dukungan pimpinan telah mendorong adopsi, ketiadaan SOP
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menghambat standarisasi dan fleksibilitas organisasi dalam mengadopsi sistem digital. Analisis
NVivo menunjukkan struktur birokrasi menyumbang 9 dari 23 referensi koding (39,13%),
menegaskan bahwa ini adalah fokus utama tantangan.

Tabel 1. Distribusi Referensi Koding Berdasarkan Variabel George Edward 111

Variabel Jumlah Referensi Persentase (%)
Struktur Birokrasi 9 39,13
Sumber Daya 8 34,78
Komunikasi 5 21,74
Disposisi 1 4,35
Total 23 100

Sumber: Analisis NVivo 12 Plus, 2024

Tabel 2. Tingkat Adopsi SRIKANDI di OPD Sidenreng Rappang (2024)

Status Adopsi Jumlah OPD Persentase (%)
Aktif Menggunakan 35 83,33
Tidak Aktif 7 16,67
Total 42 100

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024

Pembahasan
Analisis Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi SRIKANDI di Sidenreng Rappang menunjukkan
performa yang baik, sejalan dengan temuan PUTRI (2024) keberadaan regulasi lokal, seperti
Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2023, serta kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan
pada Oktober 2024, telah berkontribusi signifikan dalam menyampaikan informasi kebijakan
secara sistematis kepada para pelaksana. Kejelasan kebijakan ini menciptakan kesamaan
pemahaman awal yang penting sebagai fondasi pelaksanaan sistem digital. Hal ini diperkuat
oleh pernyataan kepala bidang terkait yang menegaskan bahwa semua proses surat-menyurat
di lingkup Sekretariat Daerah harus melalui SRIKANDI. Namun demikian, hasil observasi
lapangan dan wawancara mendalam mengungkap bahwa sebagian OPD masih menghadapi
kendala dalam memahami aspek teknis aplikasi, khususnya terkait dengan pemanfaatan Tanda
Tangan Elektronik (TTE). Tantangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara
penyampaian kebijakan dan pemahaman operasional teknis di tingkat pelaksana Menurut
Wahab (2021), menekankan bahwa efektivitas komunikasi kebijakan tidak hanya bergantung
pada kejelasan isi pesan, tetapi juga pada kesinambungan saluran komunikasi dan adanya
mekanisme umpan balik yang responsif. Dalam konteks ini, komunikasi yang bersifat satu arah
melalui surat edaran atau pelatihan awal belum sepenuhnya mencukupi. Oleh karena itu,
diperlukan model komunikasi dua arah yang memungkinkan terjadinya interaksi aktif antara
pembuat kebijakan dan pelaksana, misalnya melalui forum diskusi berkala, sesi tanya jawab
daring, atau klinik teknis bulanan. Strategi ini sejalan dengan praktik baik yang dikembangkan
oleh pemerintah daerah lain dalam penerapan SPBE, seperti dilaporkan oleh Sari dan
Handayani (2023), yang menunjukkan bahwa komunikasi berkelanjutan dapat meningkatkan
adopsi dan kepatuhan kebijakan digital.

Selain itu pemerintah daerah untuk mengembangkan media komunikasi yang adaptif dan
mudah diakses, seperti panduan teknis berbasis video, infografis interaktif, atau modul e-
learning yang dapat digunakan secara mandiri oleh operator. Penyediaan materi komunikasi
yang disesuaikan dengan tingkat literasi digital pengguna akan mempercepat pemahaman
teknis dan mengurangi resistensi dalam adopsi sistem baru. Sebagaimana disarankan oleh
Khadija et al. (2024), integrasi pendekatan edukatif dalam strategi komunikasi kebijakan sangat
efektif dalam menjembatani kesenjangan pemahaman teknis dalam penerapan SPBE.
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Analisis Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu pilar utama dalam implementasi kebijakan publik,
termasuk dalam konteks penerapan aplikasi SRIKANDI di Kabupaten Sidenreng Rappang.
Berdasarkan hasil temuan lapangan, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur
teknologi menjadi hambatan dominan yang menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan ini.
Permasalahan ini mencerminkan pola yang juga ditemukan dalam studi oleh Dasnoer et al.
(2023). yang menunjukkan bahwa lemahnya kapasitas teknis pelaksana dan keterbatasan
dukungan infrastruktur sering kali menjadi titik rawan dalam penerapan sistem pemerintahan
berbasis elektronik di tingkat daerah.

Secara spesifik, tantangan utama terletak pada ketergantungan terhadap tenaga honorer
yang bersifat tidak permanen, sehingga menyebabkan terjadinya sirkulasi SDM yang tinggi
dan kebutuhan pelatihan ulang yang terus-menerus. Tidak adanya formasi arsiparis fungsional
tetap dalam struktur organisasi sebagian besar OPD menyebabkan kurangnya keberlanjutan
pengetahuan dan keterampilan teknis terkait penggunaan SRIKANDI. Di sisi lain, tantangan
teknis juga muncul dari infrastruktur teknologi yang belum sepenuhnya memadai. Gangguan
pada server pusat yang dikelola oleh pemerintah pusat, seperti yang dilaporkan Rinawaty
(2023) menunjukkan bahwa arsitektur teknologi belum mampu mendukung beban akses secara
bersamaan dari banyak OPD. Ketidakstabilan sistem ini menghambat kelancaran operasional
aplikasi, yang pada gilirannya berpotensi menurunkan kepercayaan pelaksana terhadap
keandalan platform digital. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah daerah perlu
mengambil langkah strategis yang bersifat struktural dan berkelanjutan. Pertama, perlu
dilakukan pengalokasian anggaran secara eksplisit dalam APBD untuk mendukung pelatihan
teknis berkala bagi operator SRIKANDI. Program pelatihan ini sebaiknya dirancang tidak
hanya berbasis materi pengoperasian teknis, tetapi juga mencakup aspek keamanan informasi,
tata kelola arsip digital, dan pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Kedua, perekrutan
tenaga arsiparis fungsional permanen menjadi kebutuhan mendesak guna membangun
kompetensi kelembagaan yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada tenaga
kontrak.

Ketiga, kolaborasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian PAN-RB dan Arsip
Nasional Republik Indonesia (ANRI), diperlukan untuk memastikan perbaikan infrastruktur
server pusat dan mekanisme respons teknis yang tanggap terhadap gangguan sistem.
Pendekatan ini juga relevan dengan prinsip koordinasi lintas level pemerintahan dalam
implementasi kebijakan digital sebagaimana disarankan oleh Faizah et al. (2025), bahwa
keberhasilan e-government membutuhkan sinkronisasi antara pusat dan daerah, baik dalam
aspek teknis maupun regulatif..

Analisis Disposisi

Disposisi pelaksana di Dinas Kesehatan sangat positif, didukung oleh komitmen
pimpinan dan kemudahan TTE. Hal ini sejalan dengan temuan PUTRI (2024) bahwa dukungan
pimpinan meningkatkan adopsi teknologi. Kecepatan layanan yang dirasakan masyarakat
menunjukkan bahwa disposisi positif memiliki dampak langsung pada kualitas pelayanan
publik. Contohnya, surat rekomendasi kesehatan yang diterbitkan melalui SRIKANDI dapat
dikirim ke masyarakat dalam hitungan jam, meningkatkan kepuasan pengguna layanan.
Namun, untuk mempertahankan motivasi ini, pelatihan berkelanjutan diperlukan untuk
meningkatkan kepercayaan diri operator dalam menggunakan aplikasi.

Analisis Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah tantangan terbesar, dengan ketiadaan SOP resmi menyebabkan
ketidakseragaman prosedur. Temuan ini mirip dengan laporan Rinawaty (2023) bahwa
kurangnya petunjuk teknis menghambat implementasi. Menurut (Rinawaty 2023), struktur
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birokrasi yang jelas adalah prasyarat untuk keberhasilan kebijakan. Analisis NVivo
menunjukkan bahwa struktur birokrasi memiliki referensi koding tertinggi (39,13%),
menegaskan bahwa ini adalah fokus utama untuk perbaikan. Penyusunan SOP resmi, yang
mencakup prosedur penggunaan SRIKANDI, pengawasan, dan evaluasi, dapat meningkatkan
standarisasi dan efektivitas implementasi.

Implikasi Teoritis

Penelitian ini memperkuat relevansi model George Edward III dalam analisis
implementasi kebijakan digital. Temuan menunjukkan bahwa komunikasi dan disposisi adalah
pendorong utama keberhasilan, sementara sumber daya dan struktur birokrasi adalah hambatan
utama. Ini sejalan dengan argumen Wahab (2021) bahwa keberhasilan implementasi
memerlukan sinergi antara keempat variabel. Penelitian ini juga berkontribusi pada literatur e-
government dengan menyoroti tantangan implementasi teknologi digital di daerah, yang sering
kali diabaikan dalam studi berbasis perkotaan.

Implikasi Praktis
Implementasi SRIKANDI di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan potensi besar
untuk transformasi digital, tetapi memerlukan penguatan sumber daya dan struktur birokrasi.

Rekomendasi praktis meliputi:

1. Penyusunan SOP Resmi: Pemerintah daerah perlu menyusun SOP yang mengatur
penggunaan SRIKANDI, termasuk prosedur persuratan, pengawasan, dan evaluasi.

2. Alokasi Anggaran: Mengalokasikan anggaran untuk pelatihan operator dan peningkatan
infrastruktur teknologi, seperti konektivitas internet dan perangkat keras.

3. Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat: Bekerja sama dengan Kementerian PAN-RB dan
ANRI untuk meningkatkan stabilitas server pusat dan menyediakan panduan teknis.

4. Pelatihan Berkelanjutan: Menyelenggarakan pelatihan reguler bagi operator SRIKANDI,
dengan fokus pada fitur teknis seperti TTE dan pengelolaan arsip digital, untuk
meningkatkan kepercayaan diri dan kompetensi. Pelatihan ini dapat melibatkan tenaga
arsiparis fungsional dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai fasilitator,
memanfaatkan keahlian internal untuk mengurangi biaya.

5. Penguatan Pengawasan: Membentuk tim pengawas di tingkat kabupaten untuk memantau
penggunaan SRIKANDI di semua OPD, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan
standar yang ditetapkan. Tim ini dapat dipimpin oleh Sekretariat Daerah untuk memastikan
otoritas dan koordinasi yang kuat.

6. Kampanye Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat
SRIKANDI, seperti kecepatan layanan dan transparansi, melalui media sosial dan sesi
sosialisasi di puskesmas. Hal ini dapat memperkuat dukungan publik terhadap transformasi
digital di Kabupaten Sidenreng Rappang.

KESIMPULAN

Implementasi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan aplikasi
SRIKANDI di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan kemajuan yang signifikan,
didukung oleh komunikasi yang jelas melalui Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2023 dan
disposisi positif pimpinan. Fitur TTE telah mempercepat persuratan, memberikan manfaat
langsung bagi masyarakat melalui layanan yang lebih cepat, seperti penerbitan surat
rekomendasi kesehatan. Namun, ketiadaan SOP resmi dan keterbatasan sumber daya manusia
serta infrastruktur teknologi tetap menjadi tantangan utama. Analisis NVivo menunjukkan
bahwa struktur birokrasi (39,13% referensi koding) dan sumber daya (34,78%) adalah isu
dominan, menegaskan perlunya penyusunan SOP dan penguatan kapasitas teknis.
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Penelitian ini berkontribusi pada literatur administrasi publik dengan memperkuat
relevansi model George Edward III dalam konteks e-government. Secara praktis, penelitian ini
menawarkan rekomendasi seperti penyusunan SOP, alokasi anggaran untuk pelatihan, dan
kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan stabilitas server. Keterbatasan
penelitian, yaitu fokus pada Dinas Kesehatan dan pendekatan kualitatif, menunjukkan perlunya
penelitian lanjutan yang lebih luas dan kuantitatif. Dengan mengatasi tantangan yang
diidentifikasi, Sidenreng Rappang dapat memaksimalkan potensi SRIKANDI untuk
mendukung transformasi digital dan pelayanan publik yang lebih baik

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan. Pertama,

fokus pada Dinas Kesehatan membatasi generalisasi temuan ke OPD lain di Sidenreng
Rappang. OPD lain, seperti Dinas Pendidikan atau Dinas Pekerjaan Umum, mungkin
menghadapi tantangan yang berbeda karena variasi dalam jenis dokumen dan intensitas
penggunaan arsip. Kedua, pendekatan kualitatif, meskipun mendalam, tidak memberikan data
kuantitatif tentang efektivitas SRIKANDI, seperti waktu rata-rata penyelesaian surat atau
penghematan biaya. Ketiga, penelitian ini dilakukan dalam waktu tiga bulan, sehingga tidak
menangkap dinamika implementasi jangka panjang, seperti dampak pelatihan berkelanjutan
atau stabilitas server setelah peningkatan infrastruktur.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian lanjutan disarankan untuk:

1. Melibatkan lebih banyak OPD untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif
tentang implementasi SRIKANDI di Sidenreng Rappang.

2. Menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur efektivitas SRIKANDI, seperti
analisis waktu penyelesaian surat atau penghematan biaya dibandingkan sistem manual.

3. Meneliti dampak jangka panjang implementasi SRIKANDI, termasuk perubahan budaya
kerja dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan.

4. Membandingkan implementasi SRIKANDI di Sidenreng Rappang dengan kabupaten lain
di Sulawesi Selatan untuk mengidentifikasi faktor kontekstual yang memengaruhi
keberhasilan.

Penelitian lanjutan ini dapat memperkaya literatur e-government dan memberikan panduan
yang lebih spesifik untuk pemerintah daerah dalam mengadopsi teknologi digital.
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